
B U PA丁I LAM P U N G S E LA丁A N

M enimbang

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

ぜ　　NOMOR　纏　TAHUN 2022

TBNTAN G

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 45

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l tahun

2016　tentang Pengelolaan Aset Desaタ　Perlu

menetapkan Peraturan Bupa缶tentang Pen呂elol組n

Aset Desa;

Mengingat　: 1.　Undang-Undang Nomor　28 Tahun 1959 tent負皿g

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun

1956, Undang-Undang Darurat No皿OI-　5　Tahun

1956, Undang-Undang Darurat Nomor　6　Tahun

1956　tentang Pembentuk紳I D純rah Tingkat II

termasuk Kotapr年ja dalam Lingkungan Daer患h

Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undan筈

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negam Republik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2003　Nomor　47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 15　Tahun　2004　tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2004　Nomor　66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor　7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54951 :



6. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pe merintahan Daerah　(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2014　Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor　9

Tahun　2O15　tentang Pembahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2O15　Nomor　58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5679);

7.　Peraturan Pemerintah Nomor　12　Tahun　2O19

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia) ;

8.　Peraturan Pemerintah Nomor　43　Tahun　2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor　6　Tahun　2O14　Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor　47　Tahun　2015

tentang Pembahan Peraturan Pemerintah Nomor 43

tahun　2014　tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2O14 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun

20 18 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun　2018

Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun‘

2O16 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

1 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 Tahun

2O 19 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun　2O16　tentang

Pembentukan Produk Huk田m Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016

Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Nomor 9　Tahun　2O16　tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor

18);



M ene tapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang sela可utnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyal

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan asplraSl maSyarakat dalan sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan daerah yang memplmPm Pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang mer互adi kewenangan daerah otonom

Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.

5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan’ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan、

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan

fungsI Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli

milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belar互a Desa (APB Desa) atau perolehan Hak laimya yang sah.

10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari

perencanaan, Pengadaan, Penggunaan’Pemanfaatan’ Pengamanan・

pemeliharaan’ Penghapusan, Pemindahtanganan’ PenatauSahaan,

pelaporan, Penila王an’Pembinaan’PengaWaSan dan pengendalian aset

Desa.



11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk

merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.

12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan

barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.

13. Pen離叩naan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang

dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsl.

14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka

Waktu terteI墓u dan menerima imbalan uang tunai・

16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa

dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di

Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

17. Ke寄asama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Desa.

18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau

Sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau

Sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.

19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau

Sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam

jangka waktu tertentu yang disepakati・

2O. Pengamanan adalah Proses, Cara Perbuatan mengamankan aset Desa

dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa

selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa`

dari buku data inventaris Desa dengan keputusan kepala Desa untuk

membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau

kuasa pengguna barang dari tanggung JaWab administrasi dan flsik

atas barang yang berada dalam pengguasaannya.

23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa・

24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa

yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan

Penggantiannya dalam bentuk barang.

25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang・

26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset

Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan yang dipisahkan un血k diperhitungkan sebagai

modal Desa dalam BUMDesa.



27・ Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

28・ Pelaporan adalah penyaJlan keterangan berupa informasi terkait

dengan keadaan ot2jektif aset Desa.

29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan

Pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan

metode/tek車S tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

3O. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa

dan/ atau untuk kepentingan sosial.

31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

PenCatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam

rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

33. Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang mencatat daftar aset

desa berdasarkan tanggal perolehan/ pembelian barang.

Pasa12

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:
a. kekayaan asli desa;

b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBDesa;

C. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau

yang SgenlS;
d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

Pe巧ar互ian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan

Peraturan undang-undang;

e. hasil keria sama desa; dan

f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a,
terdiri atas:

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

C. PaSar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

g. pelelangan hasil pertanian;

h. hutan milik desa;

i. mata air milik desa;

j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli desa.



BABII

PENGELOI.AAN

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasa13

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukun’tranSParanSi dan keterbukaan’efisiensi, akuntabilitas,

dan kepastian nilai.

(1) Kepala desa sebagai pemegpng kekuasaan pengelolaan aset desa
berwenang dan bertanggung]aWab atas pengelolaan aset desa yang

Selarjutnya disebut pengelola aset desa.

(2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
Sebagaimチna dimaksud pada ayat (1), memPunyai wewenang dan

tanggung] aWab :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengums aset desa;

C. menetaPkan penggunaan, Pemanfaatan atau pemindahtanganan

aset desa;

d. menetapkan keb$akan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengadaan, Pemindahtanganan dan atau

Penghapusan aset desa yang bersぬt strategis melalui musyawarah

desa;

f. menyet巾ui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa

SeSuai batas kewenangan; dan

g・ menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau

bangunan.

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e’berupa tanah kas desa’tanah ulayat, PaSar desa, PaSar

hewan’ tambatan perahu’ bangunan desa, Pelelangan ikan,

Pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

Pemandian umum’dan aset lainnya milik desa.

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan
aset desa kepada perangkat desa.

(5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud aya.t (4) terdiri dari:

a. sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b・ unSur Perangkat desa sebagai pengurus aset desa.

(6) Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

berasal dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.



Pasa1 5

(1) Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana
dimaksud Pasa1 4 ayat (5) humf a, berwenang dan bertanggungiawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;

C・ mengatur Penggunaan,　Pemanfaatan,　Penghapusan dan

Pemindahtanganan aset desa yang telah diset可ui oleh Kepala

desa;

d・ melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset

desa;dan

e・ melaklせan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset

desa.

(2) Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 ayat (5)

huruf b, bertugas dan bertanggungJaWab:

a. mengqjukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang

diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah

kepada kepala desa;

C. melakukan inventarisasi aset desa;

d・ mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua

Pe nge lolaan

Pasa1 6

(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah
desa.

(2) Aset desa berupa bangunan hams dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai

Pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk t巾uan

aPaPun.

Pasa1 7

Pengelolaan aset desa meliputi:

a・ PerenCanaan;

b. pengadaan;

C. Penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. Pengamanan;

f. pemeliharaan;

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan;

j. pelaporan;

k. penilaian;



l. pembinaan;

m. pengawasan; dan

n. pengendalian.

Paragraf Kesatu

Pere n canaan

Pas血　8

(1) Perencanaan aset desa sebagalmana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf a,

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RRJMDesa)噴htuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan l (Satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan

ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset

desa yang ada dan kebutuhan pemerintahan desa.

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasa1 9

(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf b,

dilaksanakan berdasarkan prmSIP-Prinsip efisien, efektif, tranSParan

dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

(2) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati

tentang Pengadaan Barang/jasa di desa.

Paragraf Ketiga

Pe n ggunaan

Pasa1 1O

(1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

(2) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala desa.

(3) Penetapan status penggunaan aset desa dilakukan setelah selesainya

PrOSeS Pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam buku
mVentaris aset desa.

Paragraf Keempat

Pe manfaatan

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimチna dimaksud dalam Pasa1 7 huruf d’

hanya dapat dilaksanakan sepa町ang aset tersebut tidak dipergunakan

langsung untuk menu叩ang penyelenggaraan pemerintahan desa.



(2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebaga王mana dimaksud pada ayat (1),

berupa:

a. SeWa,

b. pinjam pakai;

C. keヰasama pemanfaatan; dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam peraturan desa.

)　　　　　Pasa1 12

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 1 1 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3

(tiga) tahun dan dapat diperpaItjang.

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan pe重jar互ian yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam pe卿a叫lan;

b. o申jek pe互artiian sewa;

C. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

d. tanggung 」aWab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

Selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;

g. keadaan di luar kemampuan para pihak (舟場e m匂e標柁); dan

h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasa1 13

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pir互am pakai sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara

Pemerintah desa dengan pemerintah desa lalnnya serta Lembaga

Kemasyarakatan desa.

(2) Pirtjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk
tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu piItjam pakai aset desa paling lama 7 (t可uh) hari dan、

dapat diperpa町ang.

(4)陣hak kedua atau pemir互am pakai aset desa dilarang menyerahkan,

melimpahkan, menggadaikan dan mer互aminkan aset desa kepada

Pihak manapun.

(5) Pi垂am pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan peria垂ian yang

Sekurang葛kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam per]a叫lan;

b. jenis atau jumlah barang yang dipir互amkan;

C. jangka waktu pi可am pakai;

d. tanggung JaWab pemlrTJ聞m ataS biaya operasional dan pemeliharaan

Selama jangka waktu pemlrUaman;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (ゆ耽e m匂o肋e); dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu.



Pasa1 14

(1) Keria sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 1 ayat

(2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain

dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

b. meningkatkan pendapatan desa.

(2) KeIja sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan
dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk

memenuhi biaya operasional, Pemeliharaan, dan/atau perbaikan

yang diper吐kan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan

b.pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

mer可aminkan atau menggadaikan aset desa yang me可adi o閏ek

keIj asama pemanfaatan;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban,

antara lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu

PengOPeraSian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan

hasil ke重ja sama pemanfaatan melalui rekening kas desa;

b. membayar semua biaya perslaPan dan pelaksanaan ke重ja sama

Pemanfaatan ; dan

C. jangka waktu keIja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)

tahun s匂ak pe重janjian ditandatangani dan dapat diperpartiang・

(4) Pelaksanaan ke轟a sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dalam surat pe車ar互ian yang memuat:

a. para pihak yang terikat dalam pe増a叩lan;

b. objek ke寄a sama pemanfaatan;

C. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

1 keadaan di luar kemampuaT Para Pihak iゆroe m匂edr匂; dan

g. penl呵auan Pelaksanaan per]a叫1an.

Pasal 15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud_
dalam Pasa1 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi

Penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan

dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu

PengOPeraSian memiliki kewediban, antara lain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun;dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk

Oleh pemerintah daerah Kabupaten・

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang menjaminkan,

menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang mer互adi objek

bangun guna serah atau bangun serah guna・



(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung

biaya yang berkenaan dengan perslaPan dan pelaksanaan penyusunan

Surat PeIjartiian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lana
2O (dua puluh) tahun dan dapat diperpar互ang.

(2) Perpa垂angan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1〉 setelah terlebih dahulu dilakukan

evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa dan difasilitasi oleh

Pemerintah daerah.

(3) Dalam hal jahgka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
diperpa呵ang, Pemanfaatan dilakukan melalui keIja sana pemanぬatan

Sebagaimana diatur dalam Pasa1 14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan

berdasarkan surat peIja可ian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam peIJarUlan;

b. objek bangun guna serah;

C. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perJa叫1an;

d. penyelesaiaan perselisihan;

e. keadaan diluar kemampuan para pihak (ゆree m匂e標J申; dan

f. persyaratan lain yang dianggap perlu;

g・ bangunan dan fasilitasnya yang meI可adi bagian hasil dari

Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus

dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama

Pemerintah desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui keIja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau

bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 14 dan Pasal 15

dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasa1 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasa1 12, Pasa1 14　dan Pasa1 15

merupakan pendapatan desa dan wa:jib masuk ke rekening kas desa.

Paragraf Kelima

Pe ngaman an

Pasal 19

(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf e,

Wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.

(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, Pelaporan dan

PenylmPanan dokumen kepemilikan;

b・fisik untuk mencegah te車adinya penurunan fungsi barang,

Penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

C. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan

Cara Pemagaran, PemaSangan tanda batas dan papan pengumuman

nama tanah milik desa;

d・ Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilakukan dengan cara penylmPanan dan pemeliharaan; dan



e. pengamanan hukum antara lain dengan menylmPan dan melengkapi

bukti status kepemilikan.

(3) Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam

Pe me liharaan

Pasa1 20

(1) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf f,

W貧jib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.

(2) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, memPerbaharui

fungsi dan manfaat aset desa.

(3) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ket巾uh

Pe nghapu san

Pasa1 21

(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 huruf g
mempakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku

data inventaris desa.

(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal aset desa karena teIjadinya, antara lainこ

a. beralih kepemilikan;

b. pemusnahan; atau

c. sebab lain.

(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan_

Sebagaimana pada huruf b, Wajib menghapus dari daftar inventaris

aset milik desa.

(4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak

memiliki nilai ekonomlS, antara lain mQja, kursi, dan komputer;

b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan,

ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain.

C. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan

keputusan kepala desa tentang Pemusnahan.

(5) Penghapusan aset desa karena te弓adinya sebab lain sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 humf c, antara lain:

a. hilang;

b. kecurian;

C. terbakar; dan

d. akibat bencana alam lainnya



(6) Dalam hal te重jadi kehilangan, kecurian, terbakar dan akibat bencana

alam lainnya maka pemerintah desa atau pemakai aset desa harus

melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak

hukum/instansi pemerintah terkait untuk dilakukan klarifikasi

Sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasa1 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 2 1 ayat (3) terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa

Serta dibuatkan Berita Acara yang selaItjutnya ditetapkan dengan

keputusan kepala desa setelah mendapat perset巾uan Bupati.

Pas瓢　23

(1) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 22
tidak perlu mendapat perset可uan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

melaksanakan musyawarah desa serta dibuatkan Berita Acara dan

ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasa1 24

(1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
SePerti waduk’ uang Penggantinya diserahkan kepada pemerintah

daerah sebagai pendapatan daerah.

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan
SePerti waduk, uang Penggantinya mer互adi milik desa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

Pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk

Pembangunan sarana prasarana desa.

(4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam
rangka penataan desa, aSet desa yang desa葛nya dihapus mer互adi milik

desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan

Pemind ah tanganan

Pas血　25

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 7 huruf h, meliputi:

a. tukar menukar;

b. pe垂ualan;

C・ Penyertaan mOdal pemerintah desa.

(2〉 Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bempa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan

tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasa1 26

Aset desa dapat (埴ual sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 25 ayat (1)

huruf b, aPabila:

a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam

mendukung perlyelenggaraan pemerintahan desa;



b. aset desa bempa tanaman tumbuhan dan temak yang dikelola oleh

Pemerintahan Desa, SePerti pohon jati, meranti, bambu, SaPi, kambing

dan lainnya;

C・ Per互ualan aset sebaga王mana dimaksud pada huruf a dan b dapat

dilakukan melalui per互ualan langsung dan/atau lelang sesuai dengan

Peraturan yang berlaku;

d. pe垂ualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain

mQja, kursi, komputer, meSin tik serta tanaman tumbuhan dan temak;

e. pe垂ualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara

lain kendaraan bermotor, Peralatan mesin;

1富語a霊譜誓詰ad#嵩#霊‡ guL慧n琵詳e器

tentang Per互ualan;

g. uang hasil peI可ualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e

dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

Pasa1 27

(1) Penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 25 ayat (1) humf c, dilakukan dalam rangka

Pendirian, Pengembangan dan peningkatan kine重ja Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa).

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanah kas

desa, bangunan dan aset la王nnya.

Paragraf Kesembilan

Pe natau sahaan

Pasa1 28

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 10　harus diinventarisir dalam buku inventaris

aset desa dan diberi kodefikasi.

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

(3) Buku Induk Inventaris Aset Desa merupakan buku inventa正s aset desa

dan dibuat pertahun.

(4) Pembukuan Pengelolaan Aset Desa menggunakan aplikasi SIRADES

yang merupakan alat bantu Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa

guna pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa.

Paragraf Kesepuluh

Penilaian

Pasa1 29

Pemerintah daerah bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan

Penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 29 dalam rangka

Pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan

dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.



Pasa131

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggしmaan Aset Desa, Format

Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

Serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal lO ayat (2), Pasa1 22, Pasa1 23 ayat (2) dan Pasa1 28 ayat (1), (2), (3)

dan (4) tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BABIII

TUKAR MENUKAR

Pasa1 32

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 25 ayat ( 1) huruf a terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

C. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk

kepentingan umum.

Bagian Kesatu

Untuk Kepentingan Umum

Pasa1 33

(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 32 humf a,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(2) Tukar menukar sebaga王mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah teIjadi kesepakatan besaran ganti

rugl SeSuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan

nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah

Pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

C. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b

harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan

berlokasi di desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat

Sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat

berlokasi dalam l (satu) Kecamatan dan/atau desa di kecamatan

lain yang berbatasan langsung.



Pas瓢34

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1
33 dilakukan dengan tahapan‥

a. kepala desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil

musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan

Calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

b. kepala desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk

Sela垂u血ya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubemur;

(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 33 huruf e dilakukan dengan

tahapan:

a. Bupati m(牽kukan tirもauan lapangan dan ver脆kasi data untuk

mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam

berita acara;

b. hasil ti可auan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud

Pada huruf b disampaikan kepada Gubemur sebagai bahan

Pertimbangan pemberian persetujuan;
C. Sebelum pemberian perset可uan sebagaimana dimaksud huruf c,

Gubemur dapat melakukan kur互ungan lapangan dan ver脆kasi data;

d. setelah Gubemur memberikan perset可uan, SelaItjutnya Kepala Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik

desa.

Pasa135

(1) Tir互auan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 34 ayat (2)

dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi五sik

lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 34　ayat (2)

dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa

yang dihadiri oleh unsur dah pemerintah desa, BPD, Pihak yang
melakukan tukar menukar, Pihak pemilik tanah yang digunakan untuk

tanah pengganti, aParat kecamatan, Pemerintah daerah Kabupaten dan

Provinsi, Serta Pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Tir互auan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh para pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara
lain:

a. hasil musyawarah desa;

b.letak, luasan, narga W劉ar, tipe tanah desa berdasarkan

Penggunaannya; dan

C. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasa1 36

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 33 ayat (2)
huruf b, aPabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa

uang yang relatif sedikit atau uang ganti mgi relatif kecil dapat

digunakan selain untuk tanah.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam
kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.



Pasa137

Gubemur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua

Bukan Kepentingan Umum

Pas粗38

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 32 huruf b.

置言霊‡監禁霊霊霊塁霊宝講書霊重器霊監
rencana tata ruang wilayah (RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri,

Perumahan dan kepentingan nasional lainnya.

(3〉 Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah te寄adi kesepakatan besaran ganti

rugl SeSuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan

nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

C. aPabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat

Sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat

berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain

yang berbatasan langsung.

Pasa1 39

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasa1

38 ayat ( 1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar menukar tanah

milik desa;

b. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan

Setelah mendapat izin dari Bupati, Gubemur, dan perset可uan

Menteri;

C. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf

b, terlebih dahulu membentuk tim kajian daerah;

d.tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada humf c

keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang

disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;

e. tim k勾ian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan

mengikutsertakan tenaga penilai;

f. tim kajian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan

Pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan

desa, dan tidak merugikan aset desa; dan

g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan

Pertimbangan; dan

h. hasil k萄ian sebagaimana dimaksud pada buruf g disampaikan

kepada Gubemur untuk permohonan izin.



(2) Gubemur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah
milik desa, Sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan

kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi dataニ

Pasa1 4O

(1) Tir互auan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 39　ayat (2)

dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik

lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 39　ayat (2)

dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa

yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa, BPD, Pihak yang
melakukan tロkar menukar, Pihak pemilik tanah yang digunakan untuk

tanah pengganti, aParat Kecamatan, Pemerintah daerah dan Provinsi,

Serta Pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil kur可ungan tir互auan lapangan dan verifikasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara
lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. 1etak,  luasan, harga waJar, tipe tanah desa berdasarkan

Penggunaannya; dan

C. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan

Pertimbangan Gubemur untuk menerbitkan izin dan selaI可utnya

disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan perset巾uan.

Pasa141

( 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina pemerintahan desa melakukan
tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran

materiil dan formil yang dituangkan dalam Be正ta Acara sebelum

membe正kan persetujuan.

(2) Hasil tir可auan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat
Menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum

Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasa1 42

(l) Tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau

tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat

dilakukan tukar-menukar ke lokasi desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan

tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;



b. ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar menukar Tanah

milik desa;dan

C. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan

Setelah mendapat izin dari Bupati.

Pas瓢43

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasa1 33, Pasa1

38, dan Pasa1 42　dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan

Penggantinya dicatat dalam da紅ar inventaris aset desa・

Pasa1 44

Pembiayaan adininistrasi proses tukar menukar sampai dengan

Penyelesaian sertiflkat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 33, Pasa1 38, dan Pasa1 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BABIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa1 45

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

2. Dalan hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bupati menugaskan kepala dinas yang mengurusi urusan

Pengelolaan aset desa dan dibantu oleh camat.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasa1 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa’

Pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI

KETENTUAN PERALI HAN

Pas瓢47

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan

pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkamya Peraturan Bupati ini, tetaP dapat dilaksanakan

sepa叫ang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini・

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa1 48

( 1) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa

yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikamya kepada desa.

(2〉 Aset desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah Kabupaten

dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk

fasilitas umum.



(3) Kekayaan milik pemerintah desa dan pemerintah daerah berskala lokal

desa yang dihibahkan kepada desa serta aset desa yang

dikembalikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang輸

undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pas瓢　49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda

padatanggal幼M帥n垣　2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Diundangkan di Kalianda

pada tangga1 28 Mのn女2O22

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SEI.ATAN TAHUN 202 1 NOMOR
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LAMPIRAN　: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR　　: lち　　　TAHUN 2O22

TANGGAL　‥　2∂　Mo耽t:掲H∪N2O巧

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset

Desa’Fbrmat Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan

Aset Desa, dan For畢at Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan

Aset Desa

嚢享
RABUPATEN/KOTA　…………………‥(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA　………(Nama Desa〉 NOMOR

……TAHUN　…..….

TENTAN G

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.……..……..……..

Menimbang　　: a. bahwa penggunaan Aset Desa digunalcan dalam

rangka mendukung pe nye len ggaraan

Pemerintahan Desa …………….………‥;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Status

Penggunaan Aset Desa.

Men産ngat　　: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014　Nomor　7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495).

2.　Peraturan Pemerintah Nomor　43　Tahun　2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor　6　tahun　2014　tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O14　Nomor

213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　47　Tahun

2015　tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor　43　tahun　2014　tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014



tentang Desa　(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2015　Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

3.　Peraturan Pemerintah Nomor　60　Tahun　2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Da五

Anggaran Pendapatan dan Bela車a Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　22　Tahun

2O15　tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6O tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Bela可a Negara (IJembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2015　Nomor　88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …‥ Tahun

…… ・ Tentang Pengelolaan Aset Desa;

5・ Peraturan Bupati/Walikota Nomor .

…… … Tentang Pengelolaan Aset Desa;

6.　Dst.

MEMUTU SKAN

Tahu n

Me netapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEM PAT

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,

APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan

digunakan dalam ran gka men du ku ng

Penyelenggaraan Pemehntahan Desa　…..…..…….…

Sebagaimana terlampir;

Lampiran sebaLgaimana pada diktum sa如し(1)

merupakan bahan untuk dituan如an dalam Buku

Inventahs Aset Desa;

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung

Pe nye lenggaraan pe merintahan de sa dap at

didayagunakan dalam rangka meningkatkan

Pendapatan desa;

Keputusan Kepala Desa ini　虹皿Iai be血aku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.…………….

Pada tanggal …….…….…

KEPALA DESA　…… (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



DAFRAR STATUS PBNGGUNAAN ASET DESA

No. �Jenis Barang �Kode Barang �AsalusulBarang ���Ket. 

Kekayaan �APBDesa �PerolehanLain 

AsliDesa ��YgSah 

1 �2 �ト　3 �4 �5 �6 �7 

(Nama Desa上……, tanggal.…………

KEPALA DESA ………‥(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
C祉a上an :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

膝請7t加太Iセれgisiaれ

Kolom l : Di扇deれgaれれOmOγひれ頃で

KoIo肌2 ; D肱5jderlgaれjenis ba調れg

Koわれ3 ; Diisi c!eれgaれ7}O肌Orたode baraれg

KoIom 4 :　D巌5上dengαrL∴ `rs慣l∴tJS章‘l banαれg beγdasa7七aれ　Sttmber

perolehaれ/pe耽beliaれ/peれgadaaれ　daγt Ase4/KeたagaaれAsl!

Desa:

Ko!o机5 : Diisi deれgαれ∴aSal∴L‘S“l baraれg be7dcrsa7*aれ　SZmbeγ

perole厄71/pe肌be施れ/pe71gadaaれda元APBDesq;

Kotom 6 ; D弦5上derlgarl∴∴aSCIZ “捌t ba耽れg berdasahean szmbeγ

perole庇n/pembelia71/perlgadaaれ∴ dari perole九aれ!aiれgarlg

Sa毎

Kblo肌7 ; Dぬs! dengaれkefert肌gaれIa加ga7喝C群a71gg呼pe融7tg・

Setela九d繭se短rIJ毎妙a maka pada sebelaわたa7taれbaz関れdゴでaれdataれga扇

Ole九K弓PaねDesα.



B・ Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARAUSULAN
PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH

DESA ……………‥(Nama Desa) NOMOR

TAHUN...…….….…

ヽイ

Pada …‥ Tanggal …‥ kami yang tertanda tangan di bawah ini

Selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas

aset Desa berupa …‥;………;.………..

Adapun hasil penge∞kan/Penelitian atas aset tersebut

Semua/Sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat

dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,

Sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan

biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aSet terSebut

diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan

Buku Inventahs Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenamya dan

disampaikan kepada Kepala Desa　………………(Nama Desa) untuk

dipergunakan sebagaimana me stinya.

SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu

Pengelola Aset Desa

Desa ……………, tanggal ……..….……

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/ Pengurus

Aset Desa,

)　　　(



C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pen重ねapusan Aset Desa

RABURATEN/KOTA　…………………‥(Nama Kabupaten/Kota〉

KEPUTUSAN KEPALA DESA　………(Nama Desa) NOMOR

……TAHUN .……..

TENTA N G

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ……… (Nama Desa)

Menimbang　　: a. bahwa barang m址k Pemerintah Desa yang rusak

berat dan tidak efesien lagi penggunaarmya untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,

Perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset

Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa

Pemerintah Desa ……….;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a

diatas, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa ………

Men由ngat　　: 1. Undang-Undang Nomor　6 Tahun　2O14 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014　Nomor　7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495).

2.　Peraturan Pemerintah Nomor　43　Tahun　2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor　6　tahun　2014　tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O14　Nomor

213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor　47　Tahun

2015　tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor　43　tahun　2O14　tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2O14

tentang Desa　(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2015　Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun

……‥ Tentang Pengrlolaan Aset Desa.

5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor .

……… Tentang pengelolaan Aset Desa;

6.　Dst.

Tahun



Memperhatikan : 1. Berita Acara Pen如apusan Aset Inventaris M址k

Desa Pemehntah Desa　……………‥　Nomor　:

………Tahun ...….….……

MEMUTUSKAN:

M e ne tapkan

PERTAMA　　　　`j :

KED UA

KE….……

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa

Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

Desa …….... yang beralih kepemilikan, muSnah,

dan/atau　址1ang,　kecurian,　terbakar m址k

Peme血Itah Desa… … … ‥. … …　　　Sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Dst.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlakしI Pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ………...…..

Pada tanggal ……………..

KERALA DESA　…… (Nama Desa)

(Nama Tanpa Cielar dan Pangkat)



LAMPI RAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA … … (Nana Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

ヽイ

No �Jenis �Banyak �AsalusulBarang ���鴫hun �Ket. 

Barang �nya Barang ����Perolehan/ Pembelian 

Kekayaan �APB �Perolehan 

AsliDesa �Desa �LainYgSah 

1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 

Desa ……………, tanggal ………………

Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petur互uk Pengisian

Kolom l

Kolom　2

Kolom　3

K0lom　4

Kolom 5

Kolom　6

Kolom　7

Kolom　8

Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan jenis barang;

Diisi dengan banyaknya jumlah barang;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan

Asli Desa;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;

Diisi dengan asal- uSul barang berdasarkan perolehan

la王n yang sah;

Tahun Perolehan/ Pembelian;

Ke te rangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

-　kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan

Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa;
-　kiri bawah dketahui oleh Kepala Desa.



D. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVEN’IARIS ASET DESA

PEMERINTAH DESA ……..…….……….…….

TAHUN.....……….…

Kode lわhasi Desa ∴..…..…..…………

No �Jenis �Kode �Identitas �AsalUsulBarang ���Tanggal �Ket. 

Barang �Barang �Barang ����Perolehan/ Pembelian 

ヽイ � �APBDesa �Perolehan LainYg Sah �Aset/ Kekayaan AsliDesa � � 

」 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 

1. � � � � � � � � 

2. � � � � � � � � 

3. � � � � � � � � 

4. � � � � � � � � 

5. � � � � � � � � 

MENGETAHUI :

SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Desa ……………, tanggal..…..

PETUGAS / PENGURUS

BARANG MILIK DESA

諾整監護薯融。履れ。。肌。血。 。。S。 。a。。掘れs担。a担e胸tq 。。n
Kecanla‡a母

1Kbめ　2

Koめ　3

Kolo　4

Kblo　5

Koめ∴ 6

Koio　7

Koめ　8

Kb夢0　9 驚襲艶麗毒
Se‡elah d枕料se弛れ撮れnga叩腹たa pada :

-　kanan balua九diisi derlgaれわnggaJ peれCaめのrL dar再andataれgarl姥fugas/Iセ7tg工」朋S

Ban肌g M鍛たDesa;
・照克batuah c坊たe請出扉o重eh Sekreめ亮s Desa Se!aたtt fiemba融ul PeItgefoZa Bara言れg掘枕

Desa

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO
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